BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 26 TAHUN
2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang :
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KABID. ANGGARAN :
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE BOLANGO,

a. Bahwa sebagaimana Surat Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan Nomor : S-45/MK.7/2016 tanggal 16 November
2016 Perihal : Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk
Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana TA 2016, dijelaskan bahwa
Jumlah pemberian dana hibah untuk Kabupaten Bone
Bolango sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

.Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Perubahan APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2016
ditetapkan tanggal 26 September 2016;

. Sebagaimana pada pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri

Keuangan RI Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari
Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana
telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
155/PMK.07/2016, dijelaskan bahwa dalam hal surat
penetapan pemberian hibah diterima setelah Perubahan
APBD  ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat
dilaksanakan setelah Bupati melakukan perubahan atas
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2016
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan



Mengingat

Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran
2016;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4269);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400),



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,



17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



25.

26.

27.

28.

29.

30.

Memperhatikan : 1.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Daerah
dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana telah diubah oleh
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
155/PMK.07/2016;



4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2016
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran
2016;

5. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-
45/MK.7/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal : Penetapan
Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan

Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA
2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bone Bolango Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 882.226.435.586,00
b. Bertambah /(Berkurang) Rp. 29.065.300.560,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 911.291.736.146,00
2. Belanja
a. Semula Rp. 894.490.826.474,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 52.616.407.917,76
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 947.107.234.391,76
Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 35.815.498.245,76)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 16.264.390.888,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 26.551.107.357.76
Jumlah penerimaan setelah perubahan  Rp. 42.815.498.245,76

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 4.000.000.000,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan  Rp. 7.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto
setelah perubahan Rp. 35.815.498.245,76

Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp. 0,00



>~ Pasal 2
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS

WAKIL BUPATI Ditetapkan di Suwawa

v
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INSPEKTUR
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KABID. ANGGARAN : ¥

Diundangkan di Suwawa
@  padatanggal 24 sovemeer 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

A
| Jpp——
—

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR 2y



T uewejey QadV NYHVENY3d NVIVEVINId NVSYIONTY
£L'6T 00°085°00b'86T Lt 00'9£9°'198'096°S0Z 00'950'194'29£ 85T [epoyy efuejeg €'7°¢
s 186STHL9 TOR'TT 18'681'9€9°€0T 21 00'9€6°T96'T0L 0ET ese[ uep Bueleg efuejag i
817 00'80€'867°80T°T 00'8ST'££5'000°ZS 00°058'8LZ 768°05 lemeBag efuejag 1°2°¢
et et st b e g s i B e e L R e e i R S
PSLT 18'THT'ELE°80L 65 18'£86'+£0°S90°00% 00'TH8 TOL 9SE ObE ONNSONVT VINV13E (44
000 000 00000'000°0SL 00°000'000°05Z ebnpsa] yepil eluejeg 8°1°¢
(g0 (00'009°62£'219°€) 00'200'+06'9£0 64T 00209'€£9'6v9°Z5T Anlod leed Uep es3Q Wad ‘Bj0)/qed/Aold epedsy uebuenay uemueg efuejag L'1°¢T
1€'82 00'000°000°+0E'2 00°000°80Z TH+'0T 00'000'80Z LET'8 |e1sos uemueg efuejag §'1°¢2
6E'EL 00'000°00+"904'€ 00°000°00%'9S.'8 00°000°000°050°S yeqiH efuejag '
(sb'2) (S0'b29'SE9'68Y'6) S6'S0"LH9°£S0°8LE 00°0£0°€82 /S L8E lemefing eluejag T°'1°¢2
(8z'1) (S0'bzZ'596°'160°L) S6'L0b'6ST THO'LES 00'Z€9'HZT PET'bSS ONNSONVT NVALL VENVI3E 1z
88's 9/'L16'L0P'919°ZS 9L'T16EPET LOT L¥6 00'bLb'9Z8'06b +68 VINY139 z
(ze's) (00'0bt 0P £0'6) 00005 Z+1°969'66 00°0b6 1SS E€F/ 80T eAuuie] uejedepuad 9'€"1
000 000 00°000'000°ZZS°E 00°000°000°225°E eAuuje yelseq yejunswagd neje isuiaold Lep uebuenay uemueg SET
(18'06) (00°000°986'87+ 6%) 00°000°000°000°S 00'000'986'8Z¢'bS SNSNUY ILWOUOJO Uep UelensaAURd eueq P ET
000 00’0 00°60/+86'098'9T 00’604 "+86'098'9T eAULIET UBISE( YRjuLBLIRd Uep Isulaold Lep Yefed |iseH Geg eueq €€ 1
Tb'TPE 00°000°00€ 2k 0T 00°000°00€ ' ZHT'ET 00'000°000°000°E eqiH ueedepuad 1°€°1
(98's2) (00°0t+'060°bEZ 8b) 00602 ZEH'TZEBET 006972555 98T HVS ONVA HVYIVa NVLVdVAN3d NIVI-NIV] £'1
99'v9 00°000°'T6£°662°LL 00°000°TSZ 848961 00'000°09€ 66561 T snsnu| Iseyojy eueq €21
00'0 00’0 00'000°06T°£56'S6 00°000°061°'£S6°S6b wnwn |seyojy eueq A A
000 000 00°Z10°8£8°919°0C 00'270°8£8'919'0Z efed ueng jiseH 1begeled |iseH 16eq T ¥
ST'ZT 00000'T6€°662LL 00'ZT0'618°2ZH'ETL 00'210°82H'€2T1°9€9 NVONVEWIYId VNVA (A
00’0 000 00'S26'HEL"L06'8 00'SZ6'+EL L06'8Y yes Bue4 yeseeq Ijsy uejedepuaq ulej-uie 1T
000 000 00°000°000°05b 00'000°000°05t ueyesidiq bued yesseq ueedexpy ueejopbuad |IseH €11
000 00’0 00°000°054'6£0°E 00°000°0SZ'6€0°E yeseeq Isnquaay [IseH TR T
000 000 00°000°000°0ST°£ 00°000°000°0ST"Z yeseq yeled ueyedepuad T°1°1
00°0 00’0 00'S26'¥8F LbS 65 00'SZ6'H85 b5 65 HV¥3VA ISV NV.LVdVYaNiId 1
62'€ 00°095°00£°690°67 00'9FT'9EL ' 162 TT6 00'985'SEL'97Z°788 NVLVdVaN3d T
9 €E-v=§ v € z T
% (du) NVHVENY3d HY1313S NVHVENY3d WN1393s N8N
n
(ONVuMI¥IE) / HYEWY.LHIE (c) HVIWNC NvIvH SGON
9707 NVIVDONY NNHV.L
dgadvV NYHVENU3d NVIVEVYLNId NYSYIODNIY
O9NVT048 INOE NILVdNGY HYLNIYIWAd

9707 4quadoN +z :  |jebbuey
910z unyel Az -JomioN
nedng ueimessy

I uesdwey

¢




WIS R palAd

 uewejey

08dV NYHYENY3d NYYVYEVINId NYSYIONIY

A - NYHVYOONY "'Qlgyd
w 1 avddda ey ‘uid
/4
: UNINIASNI
Vv _
: vYa3ddveg "ex
\..6 1l N3LSISY
\. m Il NILSISY
d | NILSISY
\\ va3as
Fd
Ood WINW < =
1LYdNE TINYM
SINHEVHIAIH dVHYd
OS9NY10d 3 ﬂu
9102 bn_Ewn_oz i m;m_s_._m
000 000 000 NVYVNINHIE NNHV.L NVHVDONY NYVAVIEW3d HIE31 VSIS
£0°261 9L'LSE"LOT'TSS'ET 9L'SbT' 86 ST8'SE 00'888'06£ 9721 OLL3IN NYVAVIGWId
00'sL 00°000°000°000°E 00°000°000° 000 858.80.98 ¥ Yesaeq Yejupaiag (1se3sanu) |epoly ueepahuad AN AR
00'sL 00°000°000°000°E 8 000°000°000°Z 00°000'000°000° 4 HVY3IVA NYVAVIEW3d NVYIVNT1IONId 7€
SZ'e9T1 9L £SE"L0T'TSS'97 oz’ 'SHT 86b ST8" T 00888 06¢" bozoT eAuwnages uesebbuy unye) uesebbuy uebumiylad yiga esis Ty ok
SZ'e91 9L'LSEL0T 15597 9L'SbT°86b'ST8 Th 00'888'06€'49Z'91 HVH3VA NYVAVISWId NYYWIYINId 1°€
HVH3IVA NYVAVISW3d €
£026T (92'£5€°£01'1S5°€2) (9¢'syz 861'5T8'SE) (00'888°06€ +92°Z1) (1151430) / smiduns
9 €-v=¢g v £ z T
% (dw) NVHVENYd3d HVT313S NVHVENY3d WN1383s 1n¥n
(ONVENXIYIE) / HYEWV.LY3E (dy) HvIWNC NvIvan HOWON

C




PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango

Dari . Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Nomor . 900/DPPKAD-BB/XI/ 7G1 a/2016

Tanggal : 24 November 2016

Perihal : Permohonan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bone Bolango TA 2016

. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Il. Pertimbangan : 1.

Ill. Saran

Demikian telaahan staf ini
kami ucapkan terima kasih.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah

dari Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana telah diubah oleh
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 155/PMK.07/2016:

. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-

45/MK.7/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal : Penetapan
Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2016;

Sebagaimana Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor :

S-45/MK.7/2016 dijelaskan sebagai berikut :

a) Jumlah pemberian dana hibah untuk Kabupaten Bone Bolango
sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

b) Bahwa pemerintah daerah penerima hibah segera melakukan proses
penganggaran pada Perubahan APBD TA 2016 dan menuangkan
dalam DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada
daerah masing-masing terkait penyaluran dana hibah dari pemerintah
dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Januari 2016;

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan

APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2016 ditetapkan tanggal 26

September 2016;

. Sebagaimana pada pasal 12 ayat (3) PMK Nomor 162/PMK.07/2015,

dijelaskan bahwa dalam hal surat penetapan pemberian hibah diterima
setelah Perubahan APBD ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat
dilaksanakan setelah Bupati melakukan _perubahan_atas ran

Bupati tentang Penjabaran Pg_ubgf_la:LAEBD..dan_.memhemahukan
kepada Pimpi :

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, kami mohon kiranya
penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango
TA 2016.

kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak




